
”KEDAULATAN RAKYAT” 
HALAMAN  7

SABTU PON, 24 AGUSTUS 2024
(18 SAPAR 1958)

Johanes menyebut, aparat
kepolisian seharusnya meme-
domani prosedur operasional
standar (SOP) dalam pengen-
dalian massa yang diatur
dalam Perkapolri Nomor 16
Tahun 2006, Perkapolri Nomor
1 Tahun 2009, dan Perkapolri
Nomor 8 Tahun 2009. "Hal ini
seharusnya menjadi pedoman
bagi setiap anggota kepolisian
yang bertugas di lapangan
dalam penanganan aksi
demonstrasi," ucapnya.
Ombudsman juga meng-

ingatkan Kapolri Jenderal Pol
Listyo Sigit Prabowo untuk me-
merintahkan lima hal kepada
jajaran, baik di pusat maupun
daerah. Pertama, mengede-
pankan pendekatan persuasif
dan humanis dalam melaku-
kan pengawalan dan penga-
manan kegiatan unjuk rasa,
serta menghindari tindakan
represif.
Kedua, menerapkan cara

bertindak dan penggunaan alat
kekuatan sesuai dengan prin-
sip proporsional jika pen-
dekatan persuasif tidak dapat
dijalankan dan situasi tidak
terkendali. Ketiga, melakukan
pemeriksaan terhadap massa
aksi secara objektif dan
transparan, yakni dengan
menyampaikan informasi me-
ngenai pihak-pihak yang dia-
mankan atau ditahan sekaligus
status dan proses yang se-
dang dilakukan.
Keempat, melakukan

penanganan terhadap oknum
petugas yang diduga melaku-
kan pelanggaran ketika bertu-
gas pada aksi demo tersebut.
Kelima, Ombudsman meminta
agar peserta demo yang se-

dang ditahan, baik di polda
maupun di polres, tetap
dipenuhi hak-haknya, terutama
hak untuk memperoleh pen-
dampingan dari penasihat
hukum dan diupayakan untuk
segera dibebaskan.
Sementara Wakil Ketua

DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
bersama sejumlah anggota
DPR lain menjadi penjamin ba-
gi demonstran yang ditahan
oleh Polda Metro Jaya saat ke-
jadian kericuhan di depan
gedung DPR pada Kamis
(22/8). "Kami tadi sudah
menandatangani surat seba-
gai penjamin agar adik - adik ini
bisa kembali ke rumah, ke
keluarganya, kurang lebih ada
50 orang," katanya, Jumat
(23/8).
Dasco juga menyampaikan

kondisi para demonstran yang
ditahan di Polda Metro Jaya

dalam kondisi dan keadaan
yang baik. "Kami sudah meli-
hat adik - adik yang di dalam
dan melihat hampir seluruhnya
dalam keadaan baik dan tadi
kami sudah minta kepada pi-
hak kepolisian dalam hal ini
Wakapolda dan Dirreskrimum
untuk dapat segera dipu-
langkan," tandasnya.
Sebelumnya, Kabid Humas

Polda Metro Jaya Kombes Pol.
Ade Ary Syam Indradi menye-
butkan telah menangkap se-
banyak 301 orang dalam de-
mo tolak Revisi Undang
Undang (RUU) di depan
Gedung DPR/MPR RI,
Senayan, Jakarta, pada Kamis
(22/8).  "Ada 301 orang yang
ditangkap Polda Metro Jaya,
Polres Metro Jakarta Timur,
Polres Metro Jakarta Pusat,
Jakarta Barat dan jajaran
polsek," katanya.    (Ant/Has)-f
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TNI/Polri terlihat menjaga lokasi dan sekitar
gedung KPU. Tampak pula sejumlah kendaraan
taktis dari Polda Metro Jaya di sekitar lokasi.
"Kami tetap antisipasi memasang barikade

beton untuk antisipasi aksi di sekitar kawasan
KPU RI," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat
Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono

X mengapresiasi aksi unjukrasa penolakan
RUU Pilkada di DIY yang berlangsung aman,
tertib dan kondusif. Ribuan massa dari berbagai
profesi dan elemen masyarakat mulai dari ma-
hasiswa, akademisi serta sejumlah profesi lain
bergerak dari Taman Parkir Abu Bakar Ali menu-
ju DPRD DIY dan Titik Nol Kilometer untuk

menyuarakan tuntutannya dalam mengawal pu-
tusan MK.
"Demokrasi itu dimungkinkan, asal tidak

merusak dan sebagainya. Kemarin tidak ada
pelanggaran hukum ya tidak masalah namanya
aspirasi. Tidak ada yang merusak. Prinsipnya
demonstrasi dimungkinkan asal memberitahu
polisi dan sebagainya," kata Sri Sultan HB X di
Kompleks Kepatihan, Jumat (23/8).
Sultan mengatakan, dalam demokrasi ma-

syarakat bebas menyuarakan dukungannya.
Hanya saja jangan sampai dilaksanakan secara
anarkis dan melanggar ketentuan hukum.
Aspirasi harus disampaikan dengan damai, ter-
tib dan kondusif. (Ati/Ria)-f
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'GEBYAR BCAMERAH PUTIH: INDONESIABANGET!'Lestarikan Budaya Nusantara, Berdayakan UMKM
YOGYA (KR) - Dalam

rangkaian merayakan HUT
ke-79 Kemerdekaan RI, PT
Bank Central Asia Tbk (BCA)
di bawah payung Bakti BCA
menggelar event 'Gebyar
BCAMerah Putih: Indonesia
Banget!', Kamis-Sabtu (22-
24/8) di Kompleks Candi
Prambanan, Yogyakarta.
Perhelatan ini menjadi bukti
komitmen BCA terhadap pe-
lestarian nilai-nilai budaya
Nusantara, pemberdayaan
usaha mikro kecil menengah
(UMKM), hingga pertumbuh-
an industri kreatif di Indo-
nesia.
"Selama tiga hari penye-

lenggaraan, pengunjung dis-
uguhi beragam kegiatan yang
kental dengan kearifan lokal
dan kekayaan budaya Indo-
nesia. Antara lain dihadirkan
Pasar Kangen yang meman-
jakan lidah pengunjung de-
ngan sajian kuliner khas tradi-
sional dari berbagai daerah
berkonsep pop up shop," ujar
EVP Corporate Communica-
tion and Social Responsibility

BCA Hera F Haryn, Jumat
(23/8).
Hera menjelaskan, sekitar

60 tenant UMKM tergabung
dalam Pasar Kangen ini, ter-
masuk beragam UMKM bi-
naan Desa Bakti BCA dan
Program Bangga Lokal BCA.
Pengunjung dapat menikmati
Pasar Kangen di area Outdoor
Plaza Trimurti Prambanan.
Sedangkan puncak aca-

ranya, Gebyar BCA Merah
Putih Indonesia Banget! di-
akhiri pergelaran musikal 'Nu-
santara: Jiwa Surga Kha-

tulistiwa' di Ramayana Ballet
Prambanan. Pertunjukan ini
menyajikan kisah terinspirasi
dari legenda pewayangan
Indonesia yang disampaikan
melalui tarian-tarian, lagu-
lagu, dan musik tradisional
dari berbagai daerah meli-
batkan 120 personel, 80 per-
sennya anak muda. Secara
spesial, pertunjukan ini juga
menampilkan Duta Bakti BCA
Nicholas Saputra, Puteri
Indonesia 2024 Harashta
Haifa Zahra, dan MALIQ &
D'Essentials.                  (San)-f

KR-M Nur Hasan
Hera F Haryn bersama Tim Gebyar BCA Merah Putih di
area Taman Wisata Candi Prambanan.

Penggolongan barang impor diklasi-
fikasikan dalam golongan barang konsum-
si, bahan baku dan barang penolong, serta
barang modal.
Barang konsumsi adalah semua jenis

barang tahan lama maupun tidak tahan
lama yang digunakan untuk keperluan ru-
mah tangga, di antaranya meliputi ma-
kanan, minuman, bahan bakar, alat ang-
kutan, dan barang lain yang digunakan un-
tuk konsumsi. Bahan baku dan barang
penolong adalah bahan yang digunakan
sebagai pelengkap dalam proses produksi
untuk menghasilkan produk yang fung-
sinya sempurna sesuai parameter produk
yang diharapkan, di antaranya bahan
makanan minuman, bahan baku industri,
bahan bakar, suku cadang, dan perleng-
kapan alat angkutan. 
Sementara barang modal adalah se-

mua barang tahan lama yang digunakan
untuk keperluan kelancaran dan kelang-
sungan suatu kegiatan produksi, di an-
taranya meliputi mobil penumpang, alat
angkutan untuk industri dan barang modal
lain selain alat angkutan (https://satu-
data.kemendag.go.id/data).
Berdasar data https://www.bps.go.id, ni-

lai impor (CIF) menurut golongan penggu-
naan barang dari tahun 2019-2023 selalu
meningkat.

Barang konsumsi, dari 16.454,6 juta
US$ (2019) menjadi 21.546,9 juta US$
(2023). Bahan baku dan barang penolong
dari 126.355,5 juta US$ (2019) menjadi
161.155,8 juta US$ (2023). Barang modal
28.465,6 juta US$ (2019) menjadi
39.183,5 juta US$ (2023). Rata-rata kon-
tribusi nilai impor menurut golongan
barang masing-masing sebesar 9,66%,
74,15%, dan 16,18%. Sedang rata-rata ke-
naikan nilai impor menurut golongan
barang masing-masing sebesar 8,42%,
9,09%, dan 9,7%. Jadi selama 2019-2023,

kontribusi nilai impor terbesar adalah pada
bahan baku dan barang penolong, sedang
kenaikan nilai impor terbesar adalah pada
barang modal. Dengan demikian,
berdasar definisi serta nilai kontribusi dan
kenaikan kelancaran kedua jenis barang
impor tersebut sangat berpengaruh terha-
dap kelancaran dan kelangsungan
kegiatan produksi khususnya dan pertum-
buhan ekonomi Indonesia umumnya.
Pemerintah melalui Kemendag mem-

batasi barang bawaan dari luar negeri de-
ngan menerapkan Peraturan Menteri
Perdagangan (Permendag) No. 36/2023
tentang Pengaturan Barang Impor. Hal itu
menimbulkan protes berbagai pihak se-
hingga Kemendag merevisi aturan barang
bawaan dari luar negeri dan kembali me-
nerapkan kebijakan semula yakni
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.
203/2017. Revisi terhadap Permendag
No. 36/2023 dilakukan Kemendag dengan
menerbitkan Permendag No. 7/2024 ten-
tang Kebijakan dan Pengaturan Impor de-
ngan harapan mengakhiri perdebatan dan
polemik di masyarakat terutama tentang
barang kiriman Pekerja Migran Indonesia
(PMI), barang bawaan pribadi pe-
numpang, dan evaluasi atas pengaturan
impor beberapa komoditas bahan baku in-
dustri. 
Barang kiriman PMI merupakan barang

milik PMI yang dikirim oleh PMI yang se-
dang bekerja di luar negeri. Barang kiriman
PMI ini tidak untuk diperdagangkan.
Berdasarkan hal ini, barang kiriman PMI
dikecualikan dari larangan dan pembatas-
an (lartas) impor dan tidak diatur batasan
jenis, jumlah, dan kondisi barangnya
dalam Permendag, kecuali terhadap
barang dilarang impor dan barang terkait
keamanan, keselamatan dan kesehatan
lingkungan (K3L) tetap berlaku ketentuan
lartasnya. Pengaturan impor barang kiri-

man PMI tersebut mengacu pada Per-
aturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/
2023 tentang Ketentuan Impor Barang
Pekerja Migran Indonesia.
Beberapa waktu kemudian, muncul

Permendag No. 8/2024 yang diterbitkan
sebagai revisi Permendag No. 36/2023
tentang Pengaturan Barang Impor untuk
mengatasi kendala perizinan impor dan
penumpukan kontainer di pelabuhan uta-
ma seperti Tanjung Priok dan Tanjung
Perak. Permendag No. 8/2024 bertujuan
untuk memberikan relaksasi perizinan im-
por, khususnya terhadap produk-produk
elektronik, obat tradisional, kosmetik,
mainan, alas kaki, pakaian jadi, dan ak-
sesoris. Sebelumnya, memerlukan perse-
tujuan teknis (Pertek) dari Kementerian
Perindustrian, sekarang pengawasan di-
lakukan di perbatasan, kecuali untuk kode
Harmonized System tertentu. Permendag
ini mengecualikan produk besi, baja, tek-
stil, dan turunannya dari ketentuan peng-
aturan impor, asalkan memenuhi kewa-
jiban Laporan Surveyor Impor.
Berdasar tujuan Permendag No. 7/2024

yang terkait dengan evaluasi atas peng-
aturan impor beberapa komoditas bahan
baku industri dan Permendag No. 8/2024
yang terkait dengan kendala perizinan im-
por dan penumpukan kontainer, maka sa-
ngat jelas bahwa kelancaran transaksi dan
distribusi kedua jenis barang impor (bahan
baku dan barang penolong serta barang
modal) sangat dibutuhkan. Semoga
berbagai kendala yang terkait dengan im-
por untuk kebutuhan proses produksi dan
kegiatan produksi dalam negeri dapat ter-
atasi sehingga kedua Permendag tersebut
mampu menjadi variabel moderasi yang
memperkuat pertumbuhan ekonomi
Indonesia.  (Penulis, Dosen Tetap STIE
YKPN Yogyakarta, Pengurus ISEI Yogya-
karta, dan Kafegama DIY)-d
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"Betul Kaesang sudah mengurus

surat keterangan belum pernah dipi-
dana ke PN Jaksel. Persyaratan
pencalonan sebagai Wagub Jateng,"
kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri
(PN) Jakarta Selatan, Djuyamto kepada
wartawan di Jakarta, Jumat (238).
Dikatakan, permohonan surat kete-

rangan itu benar atas nama Kaesang
yang dikeluarkan pada 20 Agustus.
Surat keterangan tidak pernah sebagai
terdakwa itu juga dimohonkan beserta
keterangan lainnya.
"Surat keterangan tidak pernah seba-

gai terdakwa, surat keterangan tidak se-
dang dicabut hak pilihnya dalam daftar
pemilih dan surat keterangan tidak me-
miliki tanggungan utang secara per-
orangan atau badan hukum," ujarnya.
Djuyamto menyatakan, surat yang

dikeluarkan oleh PN Jakarta Selatan
telah sesuai aturan terkait layanan surat
keterangan yang dimohonkan oleh ma-
syarakat. "Memang SOP kami adalah
diproses pada hari itu juga," tambah-
nya.
Sebelumnya, KPU RI menegaskan

bahwa putusan Mahkamah Konstitusi

(MK) terkait pilkada, yakni syarat usia
calon kepala daerah dan ambang batas
pencalonan, akan terus dipedomani
hingga penetapan pasangan calon
(paslon).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco

Ahmad juga menyatakan pengesahan
revisi UU Pilkada batal dan saat pendaf-
taran calon kepala daerah dalam
Pilkada pada 27 Agustus 2024, yang
akan berlaku adalah keputusan 'judicial
review' Mahkamah Konstitusi (MK)
yang mengabulkan gugatan Partai
Buruh dan Partai Gelora.      (Ant/Has)d
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bahwa pemerintah juga menyepakati akan
mentaati hasil putusan judicial reviewMK,"
ujarnya.
Untuk itu, ia menyebut pada rapat kon-

sultasi Komisi II DPR dengan KPU RI itu
akan dihadiri Mendagri yang akan
menyampaikan persetujuan agar putusan
MK diakomodasi dalam PKPU.
Meski telah bersepakat, ia menyebut ra-

pat konsultasi itu digelar sebagai
mekanisme tahapan formal yang memang
harus dilalui agar PKPU sah. PKPU,
ujarnya, yang mengakomodasi putusan
MK itu akan langsung ditetapkan pada
Senin (26/8) setelah rapat konsultasi
Komisi II DPR, KPU dan pemerintah
berlangsung.
"Putusan judicial reviewMK itu akan di-

tuangkan dalam PKPU dan kemudian
baru setelah itu sesuai aturan yang ada, ya
mungkin pada hari Senin itu juga langsung
bisa dibuat KPU, karena itu kan cuma ada
dua pokok saja," tuturnya.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin

berjanji tak akan bergeming saat rapat
konsultasi bersama DPR RI dan bakal me-
nerapkan Putusan MK untuk perubahan
Peraturan KPU (PKPU). Pengesahan
RUU Pilkada pada Kamis (22/8) batal di-
laksanakan karena Rapat Paripurna de-
ngan agenda pengesahan RUU Pilkada ti-
dak memenuhi kuorum.
RUU Pilkada menuai pro dan kontra

karena dinilai dibahas secara singkat pada
Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI
dan Pemerintah. Pembahasan itu dinilai
tak sesuai putusan MK yang diputuskan
Selasa (20/8) terkait dengan pilkada, yakni
Putusan No 60/PUU/XXII/2024 dan No

70/PUU-XXII/2024.
Putusan MK No 60/PUU/XXII/2024

mengubah ambang batas pencalonan
partai politik atau gabungan partai politik
untuk mengusung pasangan calon kepala
daerah dan calon wakil kepala daerah.
Adapun Putusan MK No 70/PUU-
XXII/2024 menegaskan, batas usia mini-
mum calon kepala daerah dihitung sejak
penetapan pasangan calon oleh KPU.
Putusan itu menggugurkan tafsir putusan
MAsebelumnya yang menyebutkan batas
usia itu dihitung sejak pasangan calon ter-
pilih dilantik.
Saat menjawab pertanyaan Pakar

Hukum Kepemiluan dari UI Titi Anggraini
dalam kegiatan audiensi antara elemen
masyarakat sipil, tokoh nasional, maha-
siswa, dan aktivis 98, Ketua KPU Afifuddin
hyfa berjanji akan menerapkan Putusan
MK untuk perubahan Peraturan KPU
(PKPU).
Titi Anggraini pun mengingatkan KPU,

sesuai putusan MK No 92 Tahun 2016, ke-
simpulan rapat konsultasi bersama DPR
itu nantinya tidak bisa mengikat KPU. "Kita
ikuti Putusan MK No 60 dan 70," tegas
Afifuddin.
Di samping itu, ia pun menyampaikan,

KPU perlu menempuh konsultasi terlebih
dulu dengan Komisi II DPR RI dan
Pemerintah, demi menaati aturan perun-
dang-undangan.
Sementara itu, Universitas Islam

Indonesia (UII) mengutuk segala upaya
pembangkangan konstitusi melalui kon-
spirasi elite dan pemufakatan jahat yang
dilakukan penyelenggara negara. Harus
dikatakan, pemufakatan jahat DPR dalam

upaya pengesahan RUU Pilkada adalah
pembangkangan terhadap keputusan MK
terkait pilkada. Pernyataan sikap UII ditan-
datangani Rektor Fathul Wahid, Jumat
(23/8). 
Menurutnya, demokrasi tanah air kian

tersungkur. Penguasa dan oligarki tanpa
malu membajak negara dengan beragam
muslihat politik demi melanggengkan
kekuasaan.
Dalam pernyataan sikap 6 item itu, UII

juga menuntut Presiden Joko Widodo un-
tuk berhenti dari sikap abai dan mem-
biarkan tirani mayoritas dalam politik nasio-
nal yang menyebabkan terjadinya au-
tokratisasi demokrasi Indonesia. "Kami ju-
ga mendesak seluruh penyelenggara ne-
gara untuk menghentikan praktik
demokrasi prosedural yang sarat siasat li-
cik para elite politik. Dengan berikhtiar
mengembalikan terwujudnya demokrasi
kerakyatan demi kesejahteraan rakyat,"
kata Fathul Wahid.
UII juga mengingatkan seluruh penye-

lenggara negara, salah satu tujuan negara
Indonesia merdeka adalah untuk mewu-
judkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. "UII mengajak seluruh lapisan
masyarakat untuk bergerak melawan pe-
nguasa tirani demi keberlangsungan prak-
tik demokrasi yang sehat di Indonesia,"
tambahnya. 
Sementara 4 BEM di DIY yakni BEM

Fisipol UMY, BEM UNY, BEM UPN
Veteran  Yogyakarta dan BEM Unisa
Yogyakarta yang mengadakan Travelling
Festival Organization (Trafero) di Taman
Budaya Yogyakarta, juga mengeluarkan
pernyataan sikap.               (Fsy/Ant/Obi)-d


